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Prosiding Seminar Nasional Dengan Tema "Pembangunan Hukum Di
Era MEA. Prosiding ini merupakan dokumentasi karya itmiah dari
beberapa pemakalah yang tetah mempresentasihan hasit tutisannya
di seminar nasional yang disetenggarakan oleh Jurusan Hukum
Fakuttas ltmu Sosiat Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
Bekerjasama Dengan Kantor Witayah Hukum Dan HAM Jawa Timur
Dan Peradi Surabaya Pada Tanggal 24 September 2016.
Seminar Nasional ini diselenggarakan sebagai media untuk
merefteksikan pembangunan hukum di Era MEA. Seminar Nasional
ini dijadikan sebagai media untuk bertqkar piikiran dan pengataman,
ajang diskusi itmiah dan sebagai upayd., meningkatkan pemahaman
para intetektuat di bidang hukum serta peningkatan kesadaran
insane akademis terhadap dampak MEA.
Semoga buku prosiding ini dapat member manfaat bagi kita
semua, untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum dan
ekonomi. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi
bagi upaya pembangunan bangsa dan negara, khususnya datam
bidang hukum.
Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf jika
ada kekurangan. Saran dan kritik yang membangun selatu kami
tunggu untuk kesempurnaan buku prosiding ini
Surabaya, 28 September 2016
a.n. Panitia Seminar Nasional
lndri Fogar Susitowati,S.H., M.H.
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Reformasi Hukum Usaha Mikro KeciI Menengah dan Koperasi Yang
Berkeadilan untuk Peningkatan Daya Saing Dalam Era MEA
Oteh
Koesrianti, S. H.,LL.M.,Ph. D
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Abstrak
Usaha Mikro Kecit dan Menengah dan Koperasi (UMKMK) betum
mendapatkan pertindungan yang memadai datam menghadapi
tiberatisasi perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
dan gtobatisasi ekonomi dunia. Pada 2015 MEA sudah terbentuk, dan
hat ini akan membawa perubahan yang sangat besar di kawasan Asia
Tenggara dan akan berdampak luas terhadap petaku ekonomi dj
lndonesia. UMKMK merupakan pelaku ekonomi utama nasional
lndonesia. Dari jumtah keseluruhan ekonomi nasional lndonesia saat
ini, 90 persen adatah kontribusj [angsung dari UMKMK. Namun,
mereka lemah datam bidang investasi, teknotogi informasi, dan
ketrampitan manajemen serta temah datam huktrm persaingan
(competition taw) di tingkup negara-negara ASEAN. Kebijakaan
Ekonomi pemerintah yang mengatur UMKMK betum memadai
sebagai pertindungan hukum. Artikel ini bertujuan untuk
memberikan sotusi permasatahan struktur hukum UMKMK sehingga
dapat menaikkan daya saing UMKMK sebagai penopang utama
ekonomi nasionaI yang berdaya saing tinggi. Artiket ini terutama
difokuskan pada regutasi pertindungan UMKMK yg bidang
usahanya merupakan sektor prioritas (priority sectors) kerjasama
ASEAN yaitu sektor- sektor prioritas kerjasama ekonomi MEA.
Fokus kajian artikel ini yaitu memformulasikan suatu model hukum
yang mampu meningkatkan daya saing UMKMK sekaligus
memberikan pertindungan hokum dengan mengambiI best practice
dari Jepang sehingga mendukung UMKM yang berkuatitas sebagai
world closs corporote.
Keyword: UMKM, Koperasi, MEA, pertindungan
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A. PENDAI.IULUAN
Tahun 7015
merupakan saat krusial bagi
lndonesia terkait dengan
kompetisi ekonomi di
kawasan Asia Tenggara
karena sejak Desember 2015
tetah disepakati oteh negara-
negara anggota ASEAN
Economic Community (AEC)
atau Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA}.4 ASEAN akan
menjadi gabungan pasar dari
seputuh negara anggota
ASEAN sebagai pasar tunggal
ASEAN. Banyak katangan
khawatir dengan keadaan
ekonomi lndonesia karena
permasatahan internat,
produktivitas rendah,
infrastruktur yang tidak
n MEA merupakan satah satu
pitar dari Masyarakat ASEAN (ASEAN
Community) bersama dengan dua
pitar lainnya yaitu Masyarakat Potitik
dan Keamanan ASEAN dan MasyarakatSosio Budaya ASEAN, tihat
htto://asean.ore/48151-2/ (diakses
1 /9 t2016)
memadai, dan ekonomi biaya
tinggi yang semuanya betum
secara tuntas disetesaikan.
Jika lndonesia ingin
memperoteh manfaat yang
maksima[ dari MEA, maka
lndonesia harus mengetota
perekonomiannya dengan
baik, jika hat ini tidak
ditakukan, maka bisa jadi
lndonesia akan hanya menjadi
pasar bagi MEA karena 40,607;
atau hamper separuh
penduduk ASEAN ada di
lndonesia.5
UMKMK tetah
menunjukkan kekuatan dan
tetap bertahan ketika terjadi
krisis ekonomi 1998 ketika
banyak perusahaan besar
collapsed. Oteh karena itu
UMKMK merupakan potensi
5 C. Anto Saptowatyono,
Mendukung si Kecit di Pasar Besar,
Kompas, 28 November 2014. Jumtah
penduduk ASEAN keseturuhan adalah
612 juta jiwa dan 248,5 juta berada
di lndonesia, sehingga lndonesia
adatah pasar terbesar ASEAN.
t62l [63]
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Tabet.l: Jumtah UMKMK dan Perusahaan besar/Large Enterprise
(2008-201 3)
TotaI
Year 2008 2009 201 0 2011 2012 2013
SMEs 51.409
.612
52.764.6
03
53.843
732
55.229
.444
56.531
.592
57.198
.000
LE 4.650 4.677 4.838 4.957 4.968 N/A
Su Kement
ekonomi yang besar dan
dapat memainkan peranannya
pada perkembangan ekonomi
lndonesia. UMKMK tetah
Namun datam konteks
kapasitas UMKMK tidak sekuat
dan sebesar perusahaan
besar, terutama pada era
perdagangan bebas dan
skema integrasi ekonomi
MEA. Peran UMKM pada
ekonomi domestic suatu
negara tetah diakui diseturuh
dunia. Sebagai contoh, pada
negara-negara APEC, tebih
dari 97% badan usaha adatah
UMKM, seperti di Australia,
tumbuh sangat pesat yang
besarnya hamper 58 juta
karena pertumbuhan ekonomi
di wil.ayah pedesaan (Tabet 1)
Setandia Baru, Singapura,
Phitipina, Thailand, Korea,
Jepang, China, Kanada,
Amerika Serikat, Mexico, dan
Peru. Kontribusi UMKM di
negara-negara APEC tersebut
bervariasi, misatnya, China
and lndonesia (59%), Korea
(5470), Japan (51%), the US
(50%), Singapore (47%),
Vietnam (40Yo), Australia
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(39%), and Thaitand (37%\.6
Pada prinsipnya UMKM
merupakan mesin
pertumbuhan ekonomi dan
inovasi suatu negara,
misatnya di negara-negara
APEC, jumtah UA,IKM tebih
dan 97% dari seturuh jumtah
perusahaan dan
memperkerjakan hamper
separuh tenaga kerja yang
ada di seturuh negara-negara
APEC.7 Setain itu, UMKM juga
berkontribusi secara
significant pada pertumbuhan
ekonomi, dengan
menyumbang perndaPatan
negara GDP besarnya antara
20 - 50 % pada negara-negara
APEC. Namun, kontribusi
6http: / /www.apec.orq/ - /me
dia/ I mases/ lnfosraohics/ 201 4/ 0709-
SME/0709 SME.iDe (diakses
30/ 08t7016)Tlihat di
httD: / /www. aDec.orq /qrouos/som'
steerine-committee-on-economic'
and-technica[-cooDeration /workinq'
eroups/ sma[[-and- medium-
enterprises.aspx (diakses 1 I 9 17016)
UMKM hanya 35% pada
kegiatan ekspor [angsung.8
Artikel ini bertujuan
untuk memberikan sotusi
permasatahan struktur hukum
UMKMK sehingga dapat
menaikkan daya saing UMKMK
sebagai penopang utama
ekonomi nasional yang
berdaya saing tinggi. Artiket
ini terutama difokuskan pada
regutasi pertindungan UMKMK
yg bidang
usahanyamerupakan sektor
prioritas (priority sectors)
kerjasama ASEAN Yaitu
sektor- sektor Prioritas
kerjasama ekonomi MEA.
Fokus kajian artikel ini Yaitu
memformutasikan suatu
model hukum yang mamPu
meningkatkan daya saing
UMKMK sekatigus memberikan
pertindungan hokum dengan
mengambiI best practice dari
[64]
8 tbid
Mengingat potensi dari
t6sl
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Jepang sehingga mendukung
UMKM yang berkuatitas
sebagai wortd ctass
corporate. Artikel ini
menganatisa daya saing
UMKMK lndonesia, khususnya
bidang manufaktur dan
bidang [ainya yang
merupakan sektor prioritas
MEA, datam menghadapi
kompetisi dari UMKM dari
negara negara anggota ASEAN
lainnya dan perusahaan dari
negara lain seturuh dunia
datam era gtobatisasi
perdagangan. Pembentukan
pasar tunggal dan basis
produksi dapat dijadikan
momentum bagus bagi
UMKMK lndonesia untuk ikut
datam kegiatan ekspor.
B. PEMBAHASAN
1. Potensi dan permasatahan
UMKMK
UMKM dan Koperasi yang
besar terhadap pertumbuhan
ekonomi negara, maka
pemerintah menaruh
perhatian penuh atas
perkembangan UMKM dan
Koperasi untuk meningkatkan
kapasitas UMKMK untuk
berkiprah pada perdagangan
internasionat.e Oteh karena
itu pengembangan dan daya
tahan dari UMKM menjadi hat
yang sangat penting dan
menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari
perkembangan ekonomi suatu
negara. Beberapa factor yang
menjadi titik ketemahan
UMKM menjadi perhatian
pemerintah yaitu kurangnya
modal kerja, kesutitan
pemasaran, akses sumber
'g Lihat di
httDl / /www.aDec.orq/qrouDs/som-
steerinq-com m ittee-on -econom ic -
and - tech nicat- cooperation / workinq -
qroups/ smat[-and- medium-
enterprises.aspx (diakses 1 I 9 I 7016]|
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pembiayaan.lo Setain itu
UMKM juga lemah pada
teknotogi dan manajemen,
kuatitas sumber daya
manusia, produktivitas,
kompetensi teknotogi
informasi komunikasi (lCT),
manajemen organisasi, dan
performance perusahaan
serta iktim usaha.llDi
lndonesia, banyak masatah
yang membuat UMKM tidak
sekuat perusahaan, seperti
kurangnya akses finansiaI
atau penetrasi jasa finansial
1o l-ack of financial support
for SMEs is perhaps due to high cost
in doing business activities that
implies SMEs f ind too costty in
accessing external financial sources,
Machmud, Z and A Huda, (201'l )
Chapter 9, SMEs' Access to Finance:
An lndonesia Case Study, in Setected
East Asian Economies, in Harvie, C.,
S. Oum and D Narjoko (eds), Smatt
and Medium Enterprises (SMEs)
Access to Finance in Setected East
Asian Economies, ERIA Research
Project Report 2010 '2014, Jakarta:
ERIA, pp 761-2901' Meliadi Sembiring, SMEs
Growth and Development in
lndonesio, paper presented at ADBI
Joint Regiona[ WorkshoP on SME
Devetopment and Regionat Economic
lntegration, 22-26 September 2008,
Tokyo, pp 3-4
sangat kecil, misatnya dari
total 2,70 tritiun kredit
pemerintah, hanya 576,4
mityar rupiah atau 19% Yang
terdistribusikan kepada
UMKMK.12 Ketemahan-
ketemahan ini yang
menyebabkan UMKM belum
berkontribusi pada kegiatan
ekspor sebab 'gtobal
competitiveness' dari UMKM
untuk bersaing di pasar gtobat
dengan katangan bisnis di luar
negeri masih sangat kurang.
Setain itu, UMKM juga lemah
datam entrepreneuriat skitt
(jiwa kewirausahaan) karena
kurangnya pelatihan dan [eve[
pendidikan yang rendah yang
ini semua menjadikan UMKM
bagian dari tingkatan
terendah pada networking
'2 Sebastian Partogi, State-
owned Banks boost SMEs businesses,
Jakorto Post, March 09, 2015, see
http: / /www. theiakartapost.com / ne
ws/201 5/03 /09/state-owned-banks'
boost-smes-
businesses. htmt#sthash.GwmGQdxa.d
pul
dan merupakan ancaman bagi
kebertangsungan UMKM. 1 3
UMKM dipandang
mempunyai potensi untuk
berkontribusi secara
signifikan bagi perkembangan
ekonomi regionat dengan ikut
serta datam jaringan
(networking) untuk Produksi
internasional atau biasa
disebut sebagai global value
chains (GVC).14 Ketertibatan
UMKM datam jaringan
produksi (production
networks) metatui hubungan
yang tebih dekat dengan
perusahaan -perusahaan
muttinationat (MNC)
merupakan cara yang jitu
untuk meningkatkan
kemampuan dan komPetensi
1r Dionisius Narjoko, Turning
Dream into Reatity?: Aachieving the
Goa[ of SME Devetopment in AEC,
lnternationa[ Conference on ASEAN
Vision 2015: Moving toward One
Community, CIER, Taipci, 24'25 MaY
201 1, ER|A
lahttp:/ /www. jcie.org/ japan
I j I pdf I pub I pubtst/'145 1 /9-sato.pdf
UMKM pada bidang
produktifitas, teknotogi, dan
pengetahuan manajeriat
(managerial knowhow).
Namun peningkatan kaPasitas
UMKM ini tergantung pada
dua aspek yaitu kontribusi
sektor UMKM ASEAN Pada
jaringan produksi
internasionat retative masih
tetap terbatas pada
kemampuan UMKM datam
konteks jum(ah UMKM dan
kontribusinya terhadaP
penyediaan [apangan kerja.
UMKM ASEAN yang metakukan
kegiatan ekspor retative
masih sedikit yaitu hanya 23%
dibandingkan dengan UMKM
negara-negara Asia timur
dimana UMKM yang
metakukan ekspor sebesar
43% di Korea, 407o ' 60% di
Tiongkok, dan 56o/n di
larwan. ''
[66] [67]
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Masalah terbesar
UMKMK di lndonesia datam
ambi[ bagian pada pasar
regional dan/atau
internasionat karena adanya
gap ekonomi structural
sebagai konsekuensi dari
gtobatisasi ekonomi dan
[iberatisasi ekonomi, yang
membuat pqrsaingan ketat
antara pelaku usaha. Pada
dasarnya, UMKM di lndonesia
tidak dapat berkompetisi
dengan pelaku usaha [ainnya
di tingkup regionaI maupun
internasionaI karena adanya
kesatahan strategi (missed-
strategy) atas pengembangan
UMKM di masa [ampau
sebelum adanya kesepakatan
MEA. UMKM lndonesia perlu
semacam "gtobalization of
entrepreneurship" sebagai
kebijakan pemerintah untuk
dan
Terdapat 23 jenis industry
UMKM di lndonesia: 1.
makanan; 2. Minuman; 3.
Pengolahan tembakau; 4.
Textile; 5. Garment; 6.Produk
kutit; 7. Prociuk kayu (tidak
termasuk f urniture) produk
rotan; S.produk kertas; 9.
Barang printed; 10. Produk
kimia; 11. Pharmacy; 12.
Karet dan ptastik; 13. Barang
gatian bukan logam; 14.
Logam dasar; 1 5. Barang
logam bukan mesin dan
peratatan; 16. Komputer dan
electronik dan optic;
lT.Peratatan tistrik; 18. Mesin
(Machinery); 19. Sepeda
motor (Motor cycles, traiter
'6 Batbir B. Bhasin andSivakumar Venkataramany,
Gtobatization of Entrepreneurship:
Poticy Considerations for SME
Devetopment in lndonesia,
lnternationaI Business & Economics
Research Journat, Aprit 2010, Vot.9.
no.4. h 95
and semi-traiteri 20. Atat
angkut lainnya; 21. Furniture;
22. Pengotahan lainnya; 23.
Jasa reparasi dan
pemasangan mesin dan
peratatan (BPS, 2010).
Pemerintah perlu
menciptakan tingkungan
bisnis yang baik dan
kemudahan bagi UMKMK
untuk tumbuh dan
berkembang menjadi sebuah
usaha ekspor. lntinya
prioritas pemerintah yaitu
memodernkan UMKM
(modernizing) dengan focus
pada masatah-masatah: a.
mengembangkan inovasi dan
koneksitas UMKM, b. menuju
integrasi dan pengembangan
metatui inf rastruktur yang
produktif, c. integrasi green
UMKM kedatam GVC, dan d.
internasionatisasi UMKM dan
integrasinya datam GVC.
ASEAN: Peluang
Tantangan bagi UMKM
dan
Pembentukan MEA
diawati pada 1997 ketika
ASEAN menyepakati ASEAN
Vision 2020 yang merupakan
visi ASEAN untuk 70 tahun
kedepan yaitu membentuk
ASEAN Community.lT
Kemudian pada 2003 pada
KTT ASEAN yang ke 9 di Bati,
para pemimpin dan kepala
negara ASEAN menyetujui Bati
Concord ll yang merupakan
rencana besar untuk merubah
ASEAN menjadi Community.ls
Sebagai reatisasi dari
'7 ASEAN Vision 2020 sepakat
untuk "a shared vision of ASEAN as a
concert of Southeast Asian nations.
outward looking, Iiving tn peacc,
stabitity and prosperity, bonded
together in partnership in dynamic
devetopment and in a community of
caring societies", lihat ASEAN Vision
2020 at
httD: / /www. asean.orel news/ item / a
sean -vision-2020
t8 The Bali Concord ll, see at
http: / /www. asean.orq/news/ item/d
ectaration -of -asean -concord-ii- bali-
concord-ii
[68]
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ASEAN Vision 2020 dan Bati
Concord ll, maka pada 2007
ASEAN membentuk Piagam
ASEAN (ASEAN Charter) yang
merupakan suatu kodifikasi
seluruh norma, prinsip,
persetujuan regionat, dan
komitmen ASEAN yang tetah
dibuat oleh negara-negara
ASEAN.le Piagam merupakan
komitmen organisasi untuk
menjaga relevansinya,
meneguhkan centratisasinya,
dan tetap sebagai motor
penggerak yaitu metanjutkan
upaya integrasi kawasan
metatui pembentukan sebuah
komunitas (Community) pada
2015. ASEAN Community
terdiri dari: ASEAN Potiticat-
Security Community (APSC),
ASEAN Economic Community
]e The ASEAN Charter, see at
httD: / /www. asean.orq/ archive /pubti
cat ions /ASEAN-Charter. pdf
The ASEAN Charter enter into
force in December 2008, it woutd be
a rules-based and peopte-oriented
organizatiorr with its own tegat
personatity.
(AEC), and ASEAN Socio-
Cuttural Community (ASCC).
Tiga pitar ini tidak terpisah
sendiri-sendiri melainkan tiga
komunitas yang sangat terkait
dan sating mendukung untuk
mewujudkan Asia Tenggara
sebagai sebuah kawasan yang
"a durable, peacefut, stabte
and prosperous. Tiap pitar
mempunyai blueprint masing-
masing yang berfungsi sebagai
roadmap bagi petaksanaan
rencana pembentukan ASEAN
Community.
Pada KTT ke-12 di Cebu
Philipina, tahun 2007,
didektarasikan Dektarasi
Cebu, Dectaration on the
Acceteration of the
Establishment of ASEAN
Community, from 2020 into
2015.20 Kemudian pada KTT
20 The Cebu Dectarat'ion, see
at
http: / /www. asean.orq/news/ item/c
ebu- dectaration -on -the- acceteration -
of -the-estabtish ment-of - an- asean-
[70] 171)
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ASEAN yang ke-13 di
Singapura, para pemimpin
dan kepata negara ASEAN
menyetujui the ASEAN
Economic Btueprint yang
berfungsi sebagai coherent
master ptan yang memberikan
panduan bagi terbentuknya
ASEAN Economic Community
2015.21 Masyarakat Ekonomi
ASEAN mempunyai empat
karakteristik utama yaitu ;
1. Pasar tunggal dan basis
produksi (atiran bebas
barang, jasa, investasi,
tenaga kerja trampit, dan
modat);
2. Kawasan ekonomi
kompetitive tinggi
(kebijakan kompetisi
communitv-bv-20'15 , Julio Amador lll
and Joycee A. Teodoro, A United
Region: the ASEAN Community 2015,
htto: / /www. rapoter.com /wortd /spe
ciats/ southeast -asia/ asean'
iournev/47239-asean:commun itv-
ASEAN Economic
Community B[ueprint, see at
http: / /www. asean,ore/ archive / 5 1 87
-1 0. pdf
regionat, Hak Kekayaan
lntetektuaI action plan,
pengembangan
inf rastructure, lCT,
kerjasama energy,
perpajakan, dand
pengembangan UMKM);
3. Kawasan dengan
peningkatan ekonomi
yang tinggi; and
4. Kawasan yang terintegrasi
penuh dengan ekonomi
gtobat.22
Dibawah karakteristik
ketiga yaitu equitabte
economic devetopment,
ASEAN berupaya untuk
meningkatkan UMKM di
ASEAN. Atasannya karena
UMKN merupakan tutang
punggung dari perekonomian
ASEAN karena UMKM telah
memberikan kontribusi
22 ASEAN website, ASEAN
Economic Community,
httD: / /www. asean.orql communities
/ asean -economic-commun itv
201 5-overview
21
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ekonomi sekitar 50 % sampai
85 % pada lapangan kerja
domestic dan 30 lo - 53 % GDP
di ASEAN. Setain itu, UMKM
juga memegang peranan
penting datam pertumbuhan
ekonomi berketanjutan di
ASEAN. Pada intinya,
pemimpin ASEAN telah
menyadari bahwa
pengembangan UMKM
merupakan etemen vitat bagi
MEA untuti tercapainya
sebuah kawasan yang
kompetitive dan equitabte.
Pada Desember 2015, MEA
sudah terbentuk dan negara-
negara anggota ASEAN akan
secara agresif membuka pasar
mereka dengan
menghitangkan hatangan
perdagangan baik tariff
maupun non-tarif . Kawasan
ASEAN tetah menjadi pasar
bebas karena [iberatisasi
perdagangan ASEAN dengan
tujuan membentuk pasar
tunggal ASEAN dan basis
produksi. Pada intinya, MEA
mentransformasikan atau
merubah ASEAN menjadi
sebuah kawasan yang
memungkinkan adanya "free
movement of goods, services,
investment, skitted labor, and
freer ftow of capita[". Bidang
kerjasama MEA metiputi: 12
sektor prioritas yaitu: agro-
based products, air travel
(oir tronsport), outomotive,
e-ASEAN, electronics,
fisheries, healthcare, rubber
based products, textiles ond
appore l, tourism, wood-based
products and logistics os well
as the food, ogriculture and
forestry sectors 23 yang
merupakan sektor industry
yang dimasukan dalam skema
2r ASEAN website, ASEAN
Framework Agreement for the
lntegration of Priority Sectors
Vientiane, 29th November 7004,
htto: / /www. asean.orq/news/ item/ a
sean -f ramework-aereement-for- the"
inteqration -of - orioritv-sectors-
vientiane- 29th -november-2004
kerjasama pasar tunggal dan
basis produksi. Pada
prinsipnya, sektor-sektor yang
terintegrasi ini akan membuat
kawasan ASEAN menjadi
sebuah "gateway" jatan
masuk ke Asia, untuk menarik
para investor asing untuk
berinvestasi di kawasan
ASEAN dengan menanamkan
modat investasinya
mendirikan basis manufaktur
mereka untuk ekspor ke
negara lain dituar kawasan
ASEAN.24
Pada prinsipnya MEA
akan mengubah kawasan
ASEAN menjadi sebuah
kawasan yang berpotensi
bagi investasi berdasarkan
pada beberapa fakta,
misatnya ASEAN merupakan
lokasi strategis, penduduk
yang besar sekitar 612 juta,
sumber daya atam yang
melimpah, angkatan kerja
yang besar. Dengan MEA,
negara-negara anggota ASEAN
berkomitmen untuk maju
dengan menciptakan sua[u
kawasan yang tebih [iberat
dan transparan, dengan
harapan akan meningkatkan
investasi dengan menarik
para investor asing sehingga
hat ini akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
kawasan sekatigus menaikkan
perekonomian seturuh
negara-negara anggota
ASEAN. Dengan UMKM sebagai
tutang punggung
perekonomian ASEAN, maka
kerjasama dalam
mengembangkan UMKM
mendapatkan tonggak alasan
yang jelas dengan metipatkan
jaringan produksi di tingkat
gtobat dan regionat. ASEAN
akan menjadi kawasan yang
menarik investor asing karena
angka investasi langsung asing
172)
24 AEC Btueprint, ibid
173)
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(FDl) sejumtah US520,95
milyar pada 2000 dan
meningkat menjadi 87,3
mityar pada 2011, sedangkan
FDI internal ASEAN juga
meningkat dari USS853 juta
pada 2000 meningkat menjadi
26,27 milyar in 201't.2s
3. Bentuk regutasi UMKMK
UMKM diatur dalam UU
70 Tahun 2008 dan PP
17 /2013. Untuk membedakan
sebuah usaha apakah itu
termasuk usaha mikro, usaha
kecit, atau usaha menengah,
oteh pemerintah diberikan
batasan berdasarkan undang
undang sesuai dengan kriteria
jenis usaha masing masing
yang didasarkan atas
peredaran usaha dan atau
jumtah aktiva yang dimitiki
sebagai berikut:
25 Pieter P Gero, OPtimisme
Tinggi Menatap MEA, KomPas, 28
November 2014
Kriteria Usaha Mikro
yaitu usaha yang memitiki
kekayaan bersih pating
banyak Rp 50.000.000,00
tima putuh juta rupiah, tidak
termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau memitiki
hasjt penjuatan tahunan
pating banyak RP
300.000.000,00 tiga ratus
juta rupiah. Kriteria Usaha
Kecil yaitu usaha Yang
memitiki kekayaan bersih
tebih dari Rp 50.000.000,00 -
tima putuh juta rupiah samPai
dengan pating banyak RP
500.000.000,00 - [ima ratus
juta rupiah tidak termasuk
tanah dan bangunan temPat
usaha; atau memitiki hasit
penjuatan tahunan tebih dari
Rp 300.000.000,00 - tiga ratus
juta rupiah samPai dengan
pating banyak RP
2.500.000.000,00 - dua
setengah mitYar ruPiah.
Kriteria Usaha Menengah
1741
tTsl
PEMBANGUf{Ail HUXUM NASIOI{AL DI ERA MASYARAXAI EKONOTUI ASEA'{
n$|,msA. ilstmil8En2018
yaitu usaha yang memiliki
kekayaan bersih tebih dari RP
500.000.000,00 (tima ratus
juta rupiah) samPai dengan
pating banyak RP.
10.000.000.000,00 (sePutuh
mityar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat
usaha; atau memitiki hasit
penjuatan tahunan lebih dari
Rp 2.500.000.000,00 (dua
mityar lima ratus juta ruPiah)
sampai dengan pating banYak
Rp 50.000.000.000,00 (tima
puluh mityar rupiah)'.
Datam konteks untuk
memberdayakan UMKM, maka
regutasi sangat Penting
terutama jika dikaitkan
dengan kapasitas bersaing
dari UMKM, karena rejim
regutasi akan membawa
pengaruh Yang sangat
berbeda antara satu jenis
usaha dengan usaha Yang
lain, bukan hanya terkait
dengan pengkatagorian jenis
usaha saja. UMKM tidak
berdaya jika berhadaPan
dengan masatah-masatah Yang
timbut dari adanYa regutasi
karena keterbatasan
kapasitas UMKM Yang tidak
mampu memahami ketentuan
hokum yang rumit dan
jaringan birokrasi Yang
komptek, ditambah dengan
adanya beban administrative
terkait regulasi Perusahaan.
UMKM tebih sering
bermasatah dengan regutasi
karena kekuatan UMKM tebih
pada ftexibititY (ketuwesan),
sehingga ketentuan hokum
yang membatasi dinamika
UMKM untuk masuk Pada
pasar adatah tidak
menguntungkan UMKM.
UMKM Pertu o
fovouroble regulotorY
environment, Yang harus
berada di barisan terdePan
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agenda kebijakan ekonomi
pemerintah. Regutasi yang
ada tidak mendukung
pembentukan perusahaan
baru berdasar teknotogi dan
start-ups inovatif yang sangat
penting bagi pertumbuhan
lapangan kerja, inovasi dan
teknotogi. Pada prinsipnya,
UMKM memerlukan
keberpihakan kebijakan
ekonomi pemerintah dengan
jatan mengurlngi 'red tape',
menyederhanakan prosedur
administrative,
menyederhanakan regutasi,
dan memperbaiki kuatitas
regutasi.
Sehubungan dengan
kemudahan berusaha dan
penyederhanaan prosedur
administrasi, pemerintah
tetah mengetuarkan sejumtah
paket kebijakan ekonomi.
Beberapa terkait dengan
UMKM, misatnya, Paket
kebijakan ekonomi Xl: Kredit
Usaha Rakyat (KUR) ekspor
ditetapkan bunga sebesar 9%
untuk UMKM dan bantuan
pembiayaan ekspor akan
menyasar ke UMKM yang
langsung mengekspor
barangnya, atau untuk UMKM
yang bekerja sama dengan
usaha besar. Paket Xll, 28
Apri[ 2016, paket kebijakan
deregutasi terkait kemudahan
berusaha (ease of doing
business) bagi UMKM.
Diharapkan kebijakan ini
dapat memperbaiki peringkat
lndonesia, dari peringkat 109
menjadi peringkat 40 dari 189
negara.
Terkait dengan biaya
pendirian usaha, Deregutasi
PP no. 7 /2016 tentang
Perubahan Modal Dasar
Perseroan Terbatas (PT).
Datam aturan tersebut batas
minimal modal dasar bagi PT
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sebesar 50 juga, namun untuk
UMKM ditentukan berdasarkan
kesepakatan para pendiri,
tergantung pemitik modaI
UMKM, berapapun
kesepakatan tersebut maka
akan diproses pendiriannya.
Setain itu, prosedur pendirian
usaha juga disederhanakan,
totat jumtah prosedur yang
sebetumnya 94 prosedur
menjadi 49 prosedur.
Perijinan yang sebetumnya 9
ijin, dikurangi menjadi 6 ijn.
Sebelumnya waktu
pengurusan dibutuhkan 156
hari kini menjadi 132 hari.
Pating tidak ada 16 peraturan
baru yang diterbitkan untuk
memperbaiki peringkat
kemudahan berusaha.
Setanjutnya pemerintah
menambahkan 19 bidang
usaha yang dicadangkan
untuk UMKMK. Diterbitkan PP
yang memuat daftar bidang
usaha yang tertutup dan
bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan di bidang
penanaman modat. lndonesia
merupakan negara dengan
pertumbuhan ekonomi yang
naik retative tinggi 5,5 %,
tertinggi diantara negara-
negara emerging market
lainnya. Nitai tebih dari
lndonesia adatah diversity
sehingga ini merupakan
kesempatan dan tantangan
bisnis. Kebijakan pemerintah
di bidang ekonomi bukan
tiberatisasi namun bersifat
modernisasi UMKM untuk daya
saing tebih kuat dan
mempunyai iktim investasi
yang tebih menarik. Bentuk
regutasi merasionatkan
peraturan dengan
menghilangkan duptikasi,
menyetaraskan peraturan,
dan metakukan konsistensi
peraturan. Sejumtah
peraturan hokum akan
direvisi yang metiputi 17
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Rancangan PP, 11 Rancangan
Perpres, 2 Rancangan lnpres,
63 Rancangan Permen, dan 5
aturan lainnya.26 Aturan yang
akan direvisi maupun
diterbitkan metiputi fasititas
investasi, penyerdehanaan
ijin impor bahan baku (guta,
garam, horticultura, keras
kemasan) pengurangan
pemeriksaan fisik bahan baku
impor dan produk ekspor,
mengurangi hambatan
distribusi antar putau. Pada
intinya, pemerintah tetah
mencanangkan revisi
peraturan yang berkaitan
dengan usaha UMKM, namun
masih tidak jetas apakah
sektor yang ditetapkan oteh
pemerintah tersebut
disesuaikan dengan sektor
prioritas MEA.
16 Kebijakan Ekonomi
Joko Widodo ,2016
MEA mempunyai 12
sektor prioritas yaitu: ogro-
bosed products, oir trovel
(oir transport), automotive,
e-ASEAN, electronics,
fisheries, heolthcore, rubber
bosed products, textiles ond
opparel, tourism, wood-based
products ond logistics os well
os the food, agriculture and
f orestry sectors. Di bawah
skema MEA, bahwa kawasan
ASEAN merupakan pasar
tunggaI dan basis produksi,
maka investor asing akan
menanamkan modal di
negara-negara ASEAN sebagai
basis produksi yang
mengandatkan produk ASEAN
dan menggunakan tenaga
kerja dari negara-negara
ASEAN. UMKM dapat
memanf aatkan petuang
tersebut dengan
memproduksi barang-barang
atau produk sebagai
komponen produk jadi dari
investor tersebut, dengan
mengacu Pada sektor
prioritas Yang telah
ditetapkan oteh ASEAN
dengan demikian akan
menaikkan daYa saing UMKM.
C. KESIMPULAN
UMKMK masih betum
mempunyai daYa saing Yang
memadai datam menghadaPi
persaingan datam era MEA.
Kebijakan Pemerintah untuk
meningkatkan UMKM agar
sama dengan badan usaha
lainnya masih betum oPtimal
karena masih beruPa
kebijakan Yang sifatnya
parsial belum menYeturuh dan
komprehensif. UMKMK betum
bisa menYesuaikan dengan
ragam kemajuan bisnis
modern dan liberatisasi
perdagangan regionaI mauPun
gtobat. Permasalahan UMKMK
betum terurai dan
tersetesaikan dengan baik
menyangkut kaPasitas UMKM
terkait dengan ketemahan
regutasi. Pemerintah Pertr'r
mencari dan memanfaatkan
petuang-petuang baru datam
kerjasama ekonomi kawasat.r
dengan mengetuarkan
peraturan Yang memperkuat
ketembagaan UMKMK dan
menyediakan fasititas
kemudahan imPor bagi
UMKMK untuk
mengembangkan Produk-
produk tujuan eksPor.
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